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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah 

untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Sigaluh, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Kecamatan Sigaluh. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

terminologi Rencana Kerja Kecamatan Sigaluh (Renja Kecamatan Sigaluh) 

didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Sigaluh untuk 

periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, 

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Sigaluh, yang disusun 

berpedoman kepada Renstra Kecamatan Sigaluh dan RKPD. 

Penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2024 sudah 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang 

diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan 

pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, 

pelaksanaan forum Kecamatan Sigaluh/lintas Kecamatan Sigaluh, hingga 

pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. 

Selain berpedoman pada Renstra Kecamatan Sigaluh dan RKPD, 

penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh juga mengacu pada Renja 

Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Kecamatan Sigaluh Provinsi 

terkait. Renja Kecamatan Sigaluh adalah dokumen perencanaan tahunan 

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni 

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

 

1.2. Landasan Hukum 

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 

disusun dengan berdasarkan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. UU tentang Penyelenggaraan urusan yang diampu 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun   1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun   2019, Tambahan Lembaran   

Negara   Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan   Presiden   Nomor   87   Tahun   2014   tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 



Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 121); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 110); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 

Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 145); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sigaluh (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan 



Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Kecamatan Sigaluh (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14); 



27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Rencana Strategis Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15); 

28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 

disusun dengan maksud untuk: 

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas 

Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja 

K/L Tahun 2024 dan Renja Kecamatan Sigaluh Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2024; 

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya 

daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan 

anggaran berbasis kinerja. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan 

APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam 

penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; 

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan 

Tahun 2024; 

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 

disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: 

 



BAB 1 : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud 

dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh, serta 

sistematika dokumen Renja Kecamatan Sigaluh. 

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN 

LALU  

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh 

tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sigaluh, analisis 

kinerja pelayanan Kecamatan Sigaluh, isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh, dan 

review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan 

usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-

pokok DPRD.  

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH 

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan 

sasaran Renja Kecamatan Sigaluh, serta program dan 

kegiatan tahun 2024. 

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN 

SIGALUH 

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan 

Sigaluh yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

sasaran Renstra Kecamatan Sigaluh dan sasaran RKPD. 

BAB 5 : PENUTUP 

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, 

kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. 

  



BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Kecamatan Sigaluh  

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis 

Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi 

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Urusan yang menjadi 

kewenangan Kecamatan Sigaluh meliputi urusan meliputi urusan 

Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan. 

Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2022 yang tercantum dalam 

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 8 

kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 

3.470.310.397,-, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati 

Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas 

membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.. 

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:  

a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perangkat desa dalam 

penyelenggaraan tertib administrasi desa; 

c. Masih lemahnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan 

Bumdes; 

d. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan; 

e. Belum terpenuhinya keterwakilan partisipasi perempuan dalam 

pembangunan; 

Belum optimalnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat dalam 

melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat 



(penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, 

keagamaan, dan ketertiban / keamanan); 

Dari 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan yang dalam Renja 

Kecamatan Sigaluh tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang 

disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara 

Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub 

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.551.608.922,- 

Pada Perubahan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun Anggaran 2022, 

terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau 

pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau  pengurangan 

program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target 

kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 

Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Kecamatan Sigaluh 

menjadi 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan total 

anggaran sebesar Rp. 3.470.310.397,- Pada Perubahan Renja Kecamatan 

Sigaluh tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan tidak bertambah. 

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian Renja Kecamatan Sigaluh. Dalam pelaksanaan 

APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan 

adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak 

memenuhi target. 

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan  

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi 

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional /Lapangan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian 

tersebut antara lain adalah: 

1. Semua Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 

dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga tidak dikenakan denda. 

2. Jaringan Komunikasi Internet dan biaya penggunaan air tahun 2022 

tidak ada. 



3. Pejabat yang bertugas melakukan fasilitasi, lebih sering turun 

langsung ke desa-desa. Sehingga biaya rapat tidak bisa digunakan 

secara maksimal. 

 

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan  

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi 

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan, 

Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan, Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan 

di Kecamatan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan 

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan 

yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain 

adalah: 

1. Kegiatan -kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat wajib 

dan rutin; 

2. Kesesuaian antara jumlah anggaran dan target kinerja. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (jelaskan implikasi dari 

poin di atas). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil 

kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya: 

1. Merencanakan target kinerja; 

2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja; 

3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan 

dikerjakan; 

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; 



5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah 

dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.Realisasi 

program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan 

 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh 

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sigaluh sampai dengan Tahun 2022 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

 

  

 



Tabel 2…. 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sigaluh  

s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara 
 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 
dan 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
Renstra PD 
Tahun 2022 

Realisasi 
Target  
Kinerja Hasil  
Program dan  
Keluaran  
Kegiatan s/d  
dengan  
tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 
2022 

Target 
program/ 
kegiatan 
Renja PD 
Tahun 
2023 

Perkiraan realisasi capaian 
target Renstra PD s/d tahun 
2023 

Target 
Renja PD  
Tahun 
2022 

Realisasi 
Renja PD 
Tahun 
2022 

Tingkat 
Realisa
si (%) 

Realisasi  
Capaian  
Program dan  
Kegiatan s/d  
tahun 
2023 

Tingkat  
Capaian  
Realisasi  
Target  
Renstra   
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

7 UNSUR KEWILAYAHAN                   

7-01 KECAMATAN          

7-01.01 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Terselenggaranya 
Kualitas Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

        

7.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Kecamatan Sigaluh 

Terlaksananya 
Prosentase Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan 

        



ASN serta Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

7.01.01.2.02.01 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang 
terbayarkan gaji dan 
tunjangannya 

22 org 22 org 22 org 22 org 100% 22 org 22 org 100% 

7.01.01.2.02.03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah UP/GU/LS/TUP 
yang diuji dan 
diverifikasi 

40 paket 40 paket  40 paket 40 paket  100% 40 paket 40 paket  100% 

7.01.01.2.06 
Administrasi Umum 
Kecamatan Sigaluh 

         

7.01.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 

7.01.01.2.06.04 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 

7.01.01.2.08 
Penyedia Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

         

7.01.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 12 paket 100% 

7.01.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

 3 0rang 3 0rang 3 0rang 3 0rang 100% 3 0rang 3 0rang 100% 

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

         

7.01.01.2.09.02 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional /Lapangan 

7.01.01.2.09.10 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.01.02 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

         

7.01.02.2.04 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 

         

7.01.02.2.04.03 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang terkait 
dengan Kewenangan lain 
yang dilimpahkan 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.01.03 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

         

7.01..03.2.02 
Kegiatan Pemberdayaan 
Kelurahan 

         

7.01.03.2.02.02 
Pembangunan sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.01.03.2.02.03 
Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan 

 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 12 paket 100% 

7.01.05 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

         



7.01.05.2.01 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

         

7.01.05.2.01.08 
Pelaksanaan tugas forum 
koordinasi pimpinan di 
Kecamatan 

 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 12 paket 100% 

7.01.06 
PROGRAM PEMBINAAN 
DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

         

7.01.06.2.01 

Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

         

7.01.06.2.01.02 
Fasilitasi Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100% 

7.01.06.2.01.11 
Fasilitasi Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100% 

7.01.06.2.01.16 

Fasilitasi Penyusunan 
Program dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100% 



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh  

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Sigaluh mengampu 

15 Indikator. Dari 15 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai dan 12 

indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah: 

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran yang baik; 

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa 

yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. 

3. Kinerja petugas kecamatan yang baik dalam mendukung pencapaian 

target kinerja pelunasan PBB. 

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya 3 indikator dalam 

pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Sigaluh adalah tidak terlaksananya 

kegiatan yang sudah direncanakan. Dan Indikator lain yang tidak tercapai 

adalah Nilai IKM dan Nilai SAKIP. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai IKM, antara 

lain : 

1. Belum lengkapnya fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan; 

2. Kelengkapan administrasi dan informasi belum terpenuhi sesuai 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 

3. Adanya penambahan jumlah responden survey IKM; 

4. Kurangnya pemahaman SDM tentang SOP pelayanan publik.  

Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian Nilai 

SAKIP, antara lain : 

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran  

dan  pelaporan sesuai ketentuan; 

2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih 

kurang dari instansi pengampu. 

3. Kapasitas SDM dan pemahaman yang masih terbatas dalam 

penyusunan dokumen Kecamatan Sigaluh. 

 

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah 

dilakukan upaya-upaya yang meliputi: 

1. Merencanakan target kinerja; 



2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja; 

3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan 

dikerjakan; 

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; 

5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah 

dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. 

 

Kinerja pelayanan Kecamatan Sigaluh disajikan dalam tabel berikut 

ini:



Tabel 2….. 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara 

 
 

No Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK 

LPPD 

Target Renstra Kecamatan 
Sigaluh 

Realisasi 
Capaian 

Proyeksi Catatan 
Analisis 

2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1. Nilai IKM - - 85,2 85,3 85,4 85,5 85,2 83,1 85,3 85,4  

2. Nilai SAKIP   B B B B 
CC 

(55,70) 
CC 

(50,25) 
B B  

3. 
Persentase 

Realisasi SPPT 
PBB 

  100 100 100 100 100 100 100 100  



  

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 

Sigaluh 

Kecamatan Sigaluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) urusan, 

yaitu Pelayanan Publik. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu 

penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh 

untuk tahun 2024 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kecamatan Sigaluh diantaranya adalah: 

1. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam 

penyelenggaraan tertib administrasi desa. 

2. Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan 

BUMDes 

3. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah desa dan 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. 

4. Belum terpenuhinya keterwakilan partisipasi perempuan dalam, 

pembangunan. 

5. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam 

penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana 

Desa  dan Alokasi Dana Desa. 

6. Belum optimalnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat 

dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (pemeliharaan jalan desa, kesehatan, pendidikan, 

sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban / keamanan); 

7. Jumlah SDM kecamatan yang terbatas kurang memadai dalam 

memberikan pelayanan publik yang optimal; 

 

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi 

constraint dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian 

indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan 

hambatan tersebut meliputi: 

1. Kurang tercapainya suatu kegitan sesuai indikator kinerja  

2. Tidak tercapainya sasaran kinerja 



3. Belum optimalnya perencanaan kinerja 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, 

peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku 

kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan 

adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, 

diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan 

publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam 

meningkatkan pelayanan Kecamatan Sigaluh, yaitu: 

1. Belum optimalnya budaya kerja dan disiplin kerja pegawai. 

2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki 

kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka 

mendukung optimalisasi pelayanan kapada masyarakat; 

3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja 

4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta 

pencapaian standar pelayanan minimal. 

 

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan 

tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. 

Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil 

analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara 

sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan 

potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu 

penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 

Sigaluh pada tahun 2024, sebagai berikut: 

1. Merencanakan target kinerja; 

2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target 

kinerja; 

3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan 

dikerjakan; 

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; 

5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah 

dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. 

 



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD 

Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah 

kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh pada tahun 2026 

meliputi: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

yang meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu Perencanaan Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Kecamatan Sigaluh, administrasi keuangan 

Kecamatan Sigaluh, administrasi umum Kecamatan Sigaluh, 

penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan 

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah; 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang 

meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Koordinasi Pemeliharaan Prasarana 

dan Sarana Pelayanan Umum dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Dilimpahkan kepada Camat; 

3. Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang 

meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan Kelurahan; 

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi 

1 (satu) kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

sesuai penugasan kepala daerah; 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang 

meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 

 



Tabel 2 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 

 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif (Rp. 

000) 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif (Rp. 

000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
Kecamatan  

Sigaluh 
   

   

3.852.336.0

51 

        
3.348.695.5

50 
 

 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMEINTAH 

DAERAH 

KABUPATEN/

KOTA 

KEC. 

SIGALUH 
 Nilai SKM 85,3 

3.091.136.0

51 
        

3.348.695.5

50 
 

     Nilai SAKIP B 
                         

-  
           

     

Prosentase 

SPPT PBB 

yang 

tersalurkan ke 

Wajib Pajak 

100% 
                         

-  
           

 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

keselarasan 

dokumen 

perencanaan 

100% 3.000.000,-        100% 1.680.000  



 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

dokumen 

perencanaan, 

renstra dan 

renja yang 

disusun 

8 dok 1.500.000,- 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

dokumen 

perencanaan, 

renstra dan 

renja yang 

disusun 

8 dok 840.000  

 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

dokumen 

pelaporan 

yang disusun 

7 dok 1.500.000,- 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan 

capaian kinerja 

dan ikhtisar 

realisasi 

kinerja SKPD 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

dokumen 

pelaporan 

yang disusun 

7 dok 840.000  

                      

 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

ketepatan 

penyusunan 

dokumen 

pelaporan 

keuangan 

100% 

   

2.750.010.0

41 

        
2.958.022.

250  

 

Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN 

Kec. Sigaluh 

Jumlah ASN 

yang 

terbayarkan 

22 ASN 

 

2.639.412.0

41 

Penyedia gaji 

dan tunjangan 

ASN 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah ASN 

yang 

terbayarkan 

22 ASN 
2.871.314.4

50 
 

 

Pelaksanaan 

penatausahaan 

dan 

pengujian/verifik

asi keuangan 

SKPD 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

pengelola 

keuangan 

yang 

terbayarkan 

7 orang 96.298.000 

Pelaksanaan 

penatausahaa

n dan 

pengujian/verifi

kasi keuangan 

SKPD 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

pengelolan 

keuangan 

yang 

terbayarkan 

7 orang 109.280.000  

 
Koordinasi dan 

penyusunan 
Kec. Sigaluh 

Jumlah 

laporan 
16 dok 14.300.000 

Koordinasi dan 

penyusunan 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

laporan 
16 dok 15.727.800  



laporan 

keuangan 

bulanan/triwula

nan/semesteran 

keuangan 

yang disusun 

laporan 

keuangan 

bulanan/triwula

nan/semestera

n 

keuangan 

yang disusun 

 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

pelayanan 

administrasi 

umum 

perangkat 

daerah  

100% 87.484.100        100% 47.500.000  

 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

terpenuhi 

1 tahun  7.500.000  

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

terpenuhi 

1 tahun 6.000.000  

 
Penyedia bahan 

logistik kantor 
Kec. Sigaluh 

Jumlah bahan 

logistik kantor 

yang terpenuhi 

1 tahun   79.984.100  

Penyedia 

bahan logistik 

kantor 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah bahan 

logistik kantor 

yang 

terpenuhi 

1 tahun 70.078.000  

 

Penyedia Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

ketersediaan 

jasa 

penunjang 

urusan 

pemerintah 

daerah 

100% 166.168.630         109.521.200  

 
Penyedia jasa 

komunikasi, 
Kec. Sigaluh 

Jumlah 

penyedia jasa 
1 tahun 32.500.000  

Penyedia jasa 

komunikasi, 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

penyedia jasa 
1 tahun 18.300.000  



sumber daya air 

dan listrik 

komunikasi, 

sumberdaya 

air dan listrik 

yang terpenuhi 

sumber daya 

air dan listrik 

komunikasi, 

sumberdaya 

air dan listrik 

yang 

terpenuhi 

 

Penyedia jasa 

pelayanan 

umum kantor 

Kec. Sigaluh 

Jumlah tenaga 

administrasi 

perkantoran 

yang 

terbayarkan 

7 orang 133.668.630  

Penyedia jasa 

pelayanan 

umum kantor 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

tenaga 

administrasi 

perkantoran 

yang 

terbayarkan 

 7 orang 91.221.200  

 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kec. Sigaluh 

Prosentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

100% 84.473.280         57.900.000  

 

Penyedia jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan, 

pajak dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas 

operasional 

atau lapangan 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

kendaraan 

dinas/operasio

nal yang 

terpelihara 

10 Unit 9.264.000 

Penyedia jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan, 

pajak dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas 

operasional 

atau lapangan 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

kendaraan 

dinas/operasi

onal yang 

terpelihara 

10 Unit 6.500.000  

 

Pemeliharaan/r

ehabilitasi 

gedung kantor 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

gedung kantor 

dan rumah 

2 Unit 27.129.480 

Pemeliharaan/r

ehabilitasi 

gedung kantor 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

gedung 

kantor, rumah 

2 Unit 15.000.000  



dan bangunan 

lainnya 

dinas yang 

terpelihara 

dan bangunan 

lainnya 

dinas dan 

uala yang 

terpelihara 

 

Pemeliharaan/R

ehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

Kec. Sigaluh 

Jumlah sarana 

dan prasarana 

Gedung kantor 

yang 

terpelihara 

2 paket 48.079.800 

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

sarana dan 

prasarana 

Gedung 

kantor yang 

terpelihara 

2 paket 36.400.000  

 

PROGRAM 

PENYELENGG

ARAAN 

PEMERINTAH

AN DAN 

PELAYANAN 

PUBLIK 

KEC. 

SIGALUH 
    63.000.000         61.283.000  

 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum 

Kec. Sigaluh 

Prosentase 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum 

100% - 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum 

100% 0  

 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Kec. Sigaluh 

Prosentase 

pelaksanaan 

urusan 

pemerintahan 

yang 

dilimpahkan 

kepada Camat 

100% 63.000.000  

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Pelaksan

aan 

Urusan 

Pemerinta

han yang 

Dilimpahk

an 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada 

Camat 

Pelaksanaa

n Urusan 

Pemerintaha

n yang 

Dilimpahkan 

kepada 

Camat 

61.283.000  



kepada 

Camat 

 

PROGRAM 

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

KEC. 

SIGALUH 
    617.000.000         335.342.000  

 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan 

Kelurahan 

Kalibenda 

Terlaksananya 

Kualitas 

Pembangunan 

Sarana 

Prasarana dan 

Pemberdayaa

n Kelurahan 

100% 617.000.000 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Kelurahan 

Kelurahan 

Kalibenda 

Terlaksanany

a Kualitas 

Pembanguna

n Sarana 

Prasarana 

dan 

Pemberdayaa

n Kelurahan 

100% 335.342.000  

 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan 

Kelurahan 

Kalibenda 

Jumlah 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

kelurahan 

100% 491.386.000 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan 

Kelurahan 

Kalibenda 

Jumlah 

Pembanguna

n Sarana dan 

Prasarana 

kelurahan 

100% 210.342.000  

 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan 

Kelurahan 

Kalibenda 

Jumlah 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Kelurahan 

100% 125.614.000 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan 

Kelurahan 

Kalibenda 

Jumlah 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Kelurahan 

100% 125.000.000  

 

PROGRAM 

PENYELENGG

ARAAN 

URUSAN 

PEMERINTAH

AN UMUM 

KEC. 

SIGALUH 
    

                        

-  
        16.500.000   



 

Penyelenggara

an Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

penyelenggar

aan Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

penugasan 

Kepala 

Daerah yang 

dilaksanakan 

100% 15.000.000         16.500.000   

 

Pelaksanaan 

tugas forum 

koordinasi 

pimpinan di 

Kecamatan 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

pelaksanaan 

tugas 

forkompimca 

12 bulan 15.000.000 

Pelaksanaan 

tugas forum 

koordinasi 

pimpinan di 

Kecamatan 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

pelaksanaan 

tugas 

forkompimca 

12 bulan 16.500.000  

 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

DAN 

PENGAWASA

N 

PEMERINTAH

AN DESA 

Kec. 

Sigaluh 
    43.200.000         122.064.900  

 

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan 

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

Kec. 

Sigaluh 

Prosentase 

fasilitasi, 

rekomendasi 

dan 

koordinasi 

pembinaan 

dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa 

100% 43.200.000         122.064.900  



 

Fasilitasi 

penyusunan 

peraturan desa 

dan peraturan 

kepala desa 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

peraturan 

desa dan 

peraturan 

kepala desa 

yang disusun 

14 desa 7.200.000 

Fasilitasi 

penyusunan 

peraturan desa 

dan peraturan 

kepala desa 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

peraturan 

desa dan 

peraturan 

kepala desa 

yang disusun 

14 desa 0  

 

Fasilitasi 

administrasi 

tata 

pemerintahan 

desa 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 

administrasi 

pemerintahan 

desa 

14 desa 7.200.000 

Fasilitasi 

administrasi 

tata 

pemerintahan 

desa 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 

administrasi 

pemerintahan 

desa 

14 desa 3.200.000  

 

Fasilitasi 

pengelola 

keuangan desa 

dan 

pendayagunaan 

aset desa 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 

pengelolaan 

keuangan 

desa dan 

pendayagunaa

n aset desa 

14 desa 7.200.000 

Fasilitasi 

pengelola 

keuangan desa 

dan 

pendayagunaa

n aset desa 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 

pengelolaan 

keuangan 

desa dan 

pendayaguna

an aset desa 

14 desa 10.500.000  

 

Fasilitasi  

Pelaksanaan  

Pemilihan 

Kepala Desa 

 

Jumlah Desa 

yang 

melaksankan 

pemilihan 

Kepala Desa 

4 desa  

Fasilitasi  

Pelaksanaan  

Pemilihan 

 

Jumlah Desa 

yang 

melaksankan 

pemilihan 

Kepala Desa 

4 desa 98.764.900  

 

Fasilitasi 

penyelenggaraa

n ketentraman 

dan ketertiban 

umum 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 

trantibum 

14 desa 7.200.000 

Fasilitasi 

penyelenggara

an 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 

trantibum 

14 desa 3.200.000  

 
Fasilitasi 

penyusunan 
Kec. Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 
14 desa 7.200.000 

Fasilitasi 

penyusunan 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

pembinaan 
14 desa 3.200.000  



program dan 

pelaksanaan 

pemberdayaan 

masyarakat 

desa 

penyusunan 

program PMD 

program dan 

pelaksanaan 

pemberdayaan 

masyarakat 

desa 

penyusunan 

program PMD 

 

Koordinasi 

pendampingan 

desa di 

wilayahnya 

Kec. Sigaluh 

Jumlah 

koordinasi 

pendampingan 

desa 

14 desa 7.200.000 

Koordinasi 

pendampingan 

desa di 

wilayahnya 

Kec. 

Sigaluh 

Jumlah 

koordinasi 

pendampinga

n desa 

14 desa 3.200.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat 

beberapa hal yang menjadi catatan yaitu: 

1. Mengoptimalkan Rencana Target Kinerja 

2. Menyelaraskan target kinerja dengan anggaran kinerja 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kinerja 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik 

telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui 

aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut 

diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi Kecamatan Sigaluh. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut: 

 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 

2024 Kabupaten Banjarnegara 
 
 

NO 
Program/Kegiatan/sub 

kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

1 

Bantuan Keuangan kepada 

Desa Pagu Indikatif Kewilayahan 

(PIK) Kecamatan 

PRINGAMBA 

Terlaksananya kegiatan 

pembangunan akses jalan 

dari Desa Pringamba menuju 

Desa Prigi  

 
Validasi 

Baperlitbang 

2 

Rekonstruksi Ruas Jalan 

Kabupaten (Peningkatan dan 

Pelebaran Jalan) 

PRINGAMBA 

Terlaksananya Kegiatan 

Peningkatan dan Pelebaran 

Jalan Pringamba menuju 

Desa Lain 

 
Validasi 

Baperlitbang 

3 
Pembangunan saluran drainase/ 

gorong-gorong jalan kabupaten 
PRINGAMBA 

Terlaksananya Kegiatan 

Pembangunan saluran 

drainase/ gorong-gorong jalan 

kabupaten 

 
Validasi 

Baperlitbang 

4 
Pembangunan Sarana, 

Prasarana dan Utilitas SD 
PRINGAMBA 

Terlaksananya Pembangunan 

Sarana, Prasarana dan 

Utilitas SD 

 
Validasi 

Baperlitbang 

5 
Peningkatan Ternak Berbasis 

Masyarakat 
PRINGAMBA 

Terlaksananya Kegiatan 

Peningkatan Ternak Berbasis 

Masyarakat 

 
Validasi 

Baperlitbang 



6 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa (Sub 

Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang) Pemeliharaan 

Jalan Desa 

WANACIPTA 
Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa 
 

Validasi 

Baperlitbang 

7 Pengadaan meubelair SD WANACIPTA 
Terlaksananya kegiatan 

Pengadaan meubelair SD 
 

Validasi 

Baperlitbang 

8 

Pelatihan Perempuan di 

pedesaan dalam bidang usaha 

ekonomi produktif 

WANACIPTA 

Terlaksananya kegiatan 

Pelatihan Perempuan di 

pedesaan dalam bidang 

usaha ekonomi produktif 

 
Validasi 

Baperlitbang 

9 
Pelatihan Pengolahan Makanan 

Ringan 
WANACIPTA 

Terlaksananya kegiatan 

Pelatihan Pengolahan 

Makanan Ringan 

 
Validasi 

Baperlitbang 

10 
Peningkatan Ternak Berbasis 

Masyarakat 
WANACIPTA 

Terlaksananya Kegiatan 

Peningkatan Ternak Berbasis 

Masyarakat 

 
Validasi 

Baperlitbang 

11 
Pembangunan Sarana, 

Prasarana dan Utilitas SD 
WANACIPTA 

Terlaksananya Pembangunan 

Sarana, Prasarana dan 

Utilitas SD 

 
Validasi 

Baperlitbang 

12 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Kesehatan 

TUNGGARA 
Terlaksananya kegiatan 

Pembangunan Posyandu 
 

Validasi 

Baperlitbang 

13 
Pembangunan saluran drainase/ 

gorong-gorong jalan kabupaten 
TUNGGARA 

Terlaksananya Kegiatan 

Pembangunan saluran 

drainase/ gorong-gorong jalan 

kabupaten 

 
Validasi 

Baperlitbang 

14 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pemukiman 

TUNGGARA 

Terlaksananya Kegiatan 

Pembuatan saluran air bersih 

yang memadai 

 
Validasi 

Baperlitbang 

15 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pendidikan 

TUNGGARA 
Terlaksananya Kegiatan 

Pemeliharaan Gedung TK 
 

Validasi 

Baperlitbang 

16 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

SINGAMERTA 
Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa 
 

Pengajuan 

Usulan 



17 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pariwisata 

SINGAMERTA 

Terlaksananya kegiatan 

pengembangan sarana dan 

Prasarana Pariwisata 

 
Pengajuan 

Usulan 

18 
Pelatihan Ketrampilan 

Manajemen BUMDes 
SINGAMERTA 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan ketrampilan 

manajemen BUMDes 

 
Pengajuan 

Usulan 

19 
Pelatihan Manajemen Usaha 

Kecil (MUK) 
SINGAMERTA 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan menajemen usaha 

kecil untuk mengembangkan 

ekonomi masyarakat 

 
Pengajuan 

Usulan 

20 Pembangunan Sarana Air Bersih SINGAMERTA 
Tercukupinya ketersediaan 

Sarana Air Bersih 
 

Pengajuan 

Usulan 

21 
Peningkatan Ternak Berbasis 

Masyarakat 
SINGAMERTA 

Terlaksananya peningkatan 

peternak dalam masyarakat 
 

Pengajuan 

Usulan 

22 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

SIGALUH 
Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa 
 

Validasi 

Baperlitbang 

23 
Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
SIGALUH 

Terlaksananya pembuatan 

akses jalan ke kawasan 

pertanian 

 
Validasi 

Baperlitbang 

24 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Kesehatan 

SAWAL 

Terlaksananya kegiatan 

pengadaan jamban sehat 

untuk warga desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

25 
Penanganan rumah terdampak 

bencana 
SAWAL 

Terlaksananya rehabilitasi 

rumah yang terdampak 

bencana 

 
Validasi 

Baperlitbang 

26 
Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
SAWAL 

Terlaksananya pembuatan 

akses jalan ke kawasan 

pertanian 

 
Validasi 

Baperlitbang 

27 

Fasilitasi Bantuan 

Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat 

SAWAL 

Terlaksananya kegiatan 

bantuan pengembangan 

ekonomi masyarakat 

 
Validasi 

Baperlitbang 

28 
Rehabilitasi pembangunan 

Gedung Pemerintah Desa 
SAWAL 

Terlaksananya kegiatan 

rehabilitasi pembangunan dan 

pemeliharaan Gedung 

pemerintah desa  

 

 
Validasi 

Baperlitbang 



29 
Pengembangan Kapasitas 

Budidaya Ikan 
SAWAL 

Terlaksananya kegiatan 

pengembangan kapasitas 

budidaya ikan di desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

30 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

RANDEGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pembangunan jalan desa 

Randegan Penawaren 

 
Validasi 

Baperlitbang 

31 

Pelatihan Perempuan di 

Pedesaan dalam bidang usaha 

ekonomi produktif 

RANDEGAN 

Pelatihan Perempuan di 

Pedesaan dalam bidang 

usaha ekonomi produktif 

 
Validasi 

Baperlitbang 

32 
Fasilitasi Sarana dan Prasarana 

Desa 
RANDEGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pembangunan Gedung 

serbaguna untuk kegiatan di 

desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

33 
Pembangunan Jembatan pada 

ruas jalan Kabupaten 
RANDEGAN 

Terlaksananya pembangunan 

jembatan penghubung 

Randegan Bojanegara yang 

sempit dan berongga 

 
Validasi 

Baperlitbang 

34 
Rekonstruksi Ruas Jalan 

Kabupaten 
KARANGMANGU 

Terlaksananya kegiatan 

peningkatan dan pelebaran 

jalan desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

35 
Pembangunan turap/talud/ 

bronjong jalan kabupaten 
KARANGMANGU 

Terlaksananya kegiatan 

pembangunan talud 

pengaman di lingkungan desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

36 
Rehabilitasi/Pembangunan 

Gedung Pemerintah 
KARANGMANGU 

Terlaksananya pembangunan 

Gedung TK dan Kesenian 
 

Validasi 

Baperlitbang 

37 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

KALIBENDA 

Terlaksananya kegiatan 

rehabilitasi/pembangunan 

jalan desa yang sudah rusak 

berat 

 
Pengajuan 

Usulan 

38 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

KALIBENDA 

Terlaksananya kegiatan 

rehabilitasi/pembangunan 

PAUD/TK/TPQ yang sudah 

rusak berat 

 
Pengajuan 

Usulan 

39 

Orientasi/Pelatihan Teknis 

Pelaksana Kader Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga 

KALIBENDA 
Terlaksananya kegiatan 

pelatihan budidaya perikanan 
 

Pengajuan 

Usulan 



40 
Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
GEMBONGAN 

Terlaksananya pembuatan 

akses jalan ke kawasan 

pertanian 

 
Pengajuan 

Usulan 

41 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

GEMBONGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa yang 

rusak berat 

 
Validasi 

Baperlitbang 

42 
Pelatihan Manajemen Usaha 

Kecil (MUK) 
GEMBONGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan usaha kecil (batik) 

yang belum maksimal 

 
Validasi 

Baperlitbang 

43 
Pelatihan Pengolahan Makanan 

Ringan 
GEMBONGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan pengolahan 

makanan ringan di desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

44 
Pelatihan Ketrampilan 

Manajemen BUMDes 
GEMBONGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan ketrampilan 

manajemen BUMDes 

 
Validasi 

Baperlitbang 

45 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

BOJANEGARA 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa yang 

rusak dan jalan usaha tani 

yang belum memadai 

 
Validasi 

Baperlitbang 

46 

Fasilitasi Tim Penggerak dalam 

penyelenggaraan Gerakan 

pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan keluarga 

BOJANEGARA 

Terlaksananya kegiatan 

Fasilitasi Tim Penggerak 

dalam penyelenggaraan 

Gerakan pemberdayaan 

masyarakat dan 

kesejahteraan keluarga 

 
Validasi 

Baperlitbang 

47 
Pelatihan Ketrampilan 

Manajemen BUMDes 
BOJANEGARA 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan ketrampilan 

manajemen BUMDes 

 
Validasi 

Baperlitbang 

48 

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

meningkatkan PAD 

BOJANEGARA 

Terlaksananya kegiatan 

pembinaan BUMDes di unit 

usaha produksi dan 

pemasaran 

 
Validasi 

Baperlitbang 

49 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pendidikan 

BANDINGAN 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesenian kuda 

lumping wahyu budoyo 

 
Validasi 

Baperlitbang 



50 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

KEMIRI 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa yang 

rusak dan jalan usaha 

pariwisata curug pitu yang 

belum memadai 

 
Pengajuan 

Usulan 

51 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

PANAWAREN 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa yang 

belum memadai 

 
Validasi 

Baperlitbang 

52 
Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
PANAWAREN 

Terlaksananya pembuatan 

akses jalan ke kawasan 

pertanian 

 
Validasi 

Baperlitbang 

53 

Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa, Sub 

Bidang Pekerjaan Umum 

PRIGI 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan desa yang 

rusak dan jalan usaha tani 

yang belum memadai 

 
Validasi 

Baperlitbang 

54 

Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Tradisi Budaya 

PRIGI 

Terlaksananya kegiatan 

pengadaan sarana dan 

prasarana kesenian 

 
Validasi 

Baperlitbang 

55 
Rekonstruksi Ruas Jalan 

Kabupaten 
PRIGI 

Terlaksananya kegiatan 

rehabilitasi jalan kabupaten 

yang rusak dan kurang lebar 

 
Validasi 

Baperlitbang 

56 Pemeliharaan Jalan Kabupaten PRIGI 

Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan jalan kabupaten 

yang rusak 

 
Validasi 

Baperlitbang 

57 
Pelatihan Manajemen Usaha 

Kecil (MUK) 
PRIGI 

Terlaksananya kegiatan 

pelatihan menajemen usaha 

kecil untuk mengembangkan 

ekonomi masyarakat 

 
Validasi 

Baperlitbang 

58 
Pelatihan Perikanan Berbasis 

Masyarakat 
PRIGI 

Terlaksananya Pelatihan 

Perikanan Berbasis 

Masyarakat untuk warga desa 

 
Validasi 

Baperlitbang 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah 

disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan 

program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. 

Usulan program dan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 2…….. 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 

2024 Kabupaten Banjarnegara 

No 
Program/kegiatan/ 

sub kegiatan 
Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Besaran/ 
Volume 

Validasi 

 NIHIL     

      

      

      

      

 
 

  



BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan 

program prioritas sebagai berikut : 

a. Perlindungan sosial dan  penguatan tata  kelola 

kependudukan; 

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 

c. Peningkatan produktifitas dan daya saing. 

2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan 

program prioritas sebagai berikut : 

a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila; 

b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 

c. Memperkuat moderasi beragama; 

d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas. 

3. Memperkuat stabilitas polhukkamham dan  transformasi 

pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai 

berikut : 

a. Konsolidasi demokrasi; 

b. Penegakan hukum nasional; 

c. Reformasi birokrasi dan tata  kelola; dan  

d. Menjaga stabilitas keamanan nasional 
 

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 

dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten 

Banjarnegara, untuk kecamatan adalah : 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota 

terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan; 

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri 

dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan; 

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 

(satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan; 



d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 

(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan; 

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 

(satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu : 

 

 



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH 

 

Program pada Kecamatan Sigaluh merupakan program prioritas dalam 

Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator 

keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya 

dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan 

untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut : 

 

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif (Rp. 000) 

1 2 3 4 5 

Kecamatan  Sigaluh       3.444.431.909 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMEINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

KEC. 
SIGALUH 

 Nilai SKM 85,3 3.444.431.909 

    Nilai SAKIP B   

    

Prosentase SPPT 
PBB yang 
tersalurkan ke 
Wajib Pajak 

100%   

Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan 

100% 1.680.000 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah dokumen 
perencanaan, 
renstra dan renja 
yang disusun 

8 dok 840.000 

Koordinasi dan penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah dokumen 
pelaporan yang 
disusun 

7 dok 840.000 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
ketepatan 
penyusunan 
dokumen 
pelaporan 
keuangan 

100% 2.806.829.073 

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 
Kec. 
Sigaluh 

Jumlah ASN yang 
terbayarkan 

21 ASN 2.769.316.273 



Pelaksanaan penatausahaan dan 
pengujian/verifikasi keuangan SKPD 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah pengelola 
keuangan yang 
terbayarkan 

7 orang 20.205.000 

Koordinasi dan penyusunan laporan 
keuangan 
bulanan/triwulanan/semesteran 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah laporan 
keuangan yang 
disusun 

7 dok 727.800 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
pelayanan 
administrasi 
umum perangkat 
daerah  

100% 71.580.400 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah peralatan 
dan perlengkapan 
kantor yang 
terpenuhi 

1 tahun 2.500.000 

Penyedian bahan logistik kantor 
Kec. 
Sigaluh 

Jumlah bahan 
logistik kantor 
yang terpenuhi 

1 tahun 69.080.400 

Penyedia Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
ketersediaan 
jasa penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

100% 101.621.200 

Penyedia jasa komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah penyedia 
jasa komunikasi, 
sumberdaya air 
dan listrik yang 
terpenuhi 

1 tahun 10.400.000 

Penyedia jasa pelayanan umum kantor 
Kec. 
Sigaluh 

Jumlah tenaga 
administrasi 
perkantoran yang 
terbayarkan 

7 orang 91.221.200 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

100% 44.229.950 

Penyedia jasa pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, pajak dan perizinan 
kendaraan dinas operasional atau 
lapangan 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional 
yang terpelihara 

9 Unit 13.174.000 



Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 
dan bangunan lainnya 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah gedung 
kantor dan rumah 
dinas yang 
terpelihara 

2 Unit 9.230.650 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
kantor yang 
terpelihara 

2 paket 21.825.300 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

KEC. 
SIGALUH 

    61.283.000 

Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Umum 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
Koordinasi 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Umum 

100% 0 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Dilimpahkan kepada Camat 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
pelaksanaan 
urusan 
pemerintahan 
yang dilimpahkan 
kepada Camat 

100% 61.283.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Terkait dengan Kewenangan Lain 
yang Dilimpahkan 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah Penerima 
Insentif PBB di 14 
Desa 

12 bulan 55.935.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Terkait dengan Pelayanan 
Perijinan Non Usaha 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah Pelayanan 
Perijinan Non 
Usaha yang 
terlayani 

12 bulan 1.800.000 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

KEC. 
SIGALUH 

    16.500.000  

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum sesuai 
penugasan 
Kepala Daerah 
yang 
dilaksanakan 

100% 13.500.000 



Pelaksanaan tugas forum koordinasi 
pimpinan di Kecamatan 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah 
pelaksanaan 
tugas 
forkompimca 

12 bulan 13.500.000 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN 
DESA 

Kec. 
Sigaluh 

    99.008.700 

Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 

Kec. 
Sigaluh 

Prosentase 
fasilitasi, 
rekomendasi dan 
koordinasi 
pembinaan dan 
pengawasan 
pemerintahan 
desa 

100% 99.008.700 

Fasilitasi penyusunan peraturan desa 
dan peraturan kepala desa 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah peraturan 
desa dan 
peraturan kepala 
desa yang 
disusun 

14 desa 0 

Fasilitasi administrasi tata pemerintahan 
desa 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah 
pembinaan 
administrasi 
pemerintahan 
desa 

14 desa 0 

Fasilitasi pengelola keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah 
pembinaan 
pengelolaan 
keuangan desa 
dan 
pendayagunaan 
aset desa 

14 desa 0 

Fasilitasi Pemiihan Kepala Desa 
Kec. 
Sigaluh 

Jumlah Desa 
Pemilihan Kepala 
Desa 

4 Desa 99.008.700 

Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah 
pembinaan 
trantibum 

14 desa 0 

Fasilitasi penyusunan program dan 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
desa 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah 
pembinaan 
penyusunan 
program PMD 

14 desa 0 



Koordinasi pendampingan desa di 
wilayahnya 

Kec. 
Sigaluh 

Jumlah koordinasi 
pendampingan 
desa 

14 desa 0 

KELURAHAN KALIBENDA     

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Kel. 
Kalibenda 

     

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 
Kelurahan 
Kalibenda 

Terlaksananya 
Kualitas 
Pembangunan 
Sarana Prasarana 
dan 
Pemberdayaan 
Kelurahan 

100% 439.620.800 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan 

Kelurahan 
Kalibenda 

Jumlah 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
kelurahan 

100% 310.420.800 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
Kelurahan 
Kalibenda 

Jumlah 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kelurahan 

100% 129.200.000 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMEINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

    

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kelurahan. 
Kalibenda 

Prosentase 
ketepatan 
penyusunan 
dokumen 
pelaporan 
keuangan 

100% 16.580.000 

Pelaksanaan penatausahaan dan 
pengujian/verifikasi keuangan SKPD 

Kel. 
Kalibenda 

Jumlah pengelola 
keuangan yang 
terbayarkan 

4 orang 16.580.000 



Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Kel. 
Kalibenda 

Prosentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
pelayanan 
administrasi 
umum perangkat 
daerah  

100% 29.002.500 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kel. 
Kalibenda 

Jumlah peralatan 
dan perlengkapan 
kantor yang 
terpenuhi 

1 tahun 3.500.000 

Penyedian bahan logistik kantor 
Kel. 
Kalibenda 

Jumlah bahan 
logistik kantor 
yang terpenuhi 

1 tahun 25.502.500 

Penyedia Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kel. 
Kalibenda 

Prosentase 
ketersediaan 
jasa penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

100% 47.246.000 

Penyedia jasa komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Kel. 
Kalibenda 

Jumlah penyedia 
jasa komunikasi, 
sumberdaya air 
dan listrik yang 
terpenuhi 

1 tahun 4.200.000 

Penyedia jasa pelayanan umum kantor 
Kel. 
Kalibenda 

Jumlah tenaga 
administrasi 
perkantoran yang 
terbayarkan 

7 orang 43.046.000 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kel. 
Kalibenda 

Prosentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

100% 6.003.000 

Penyedia jasa pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, pajak dan perizinan 
kendaraan dinas operasional atau 
lapangan 

Kel. 
Kalibenda 

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional 
yang terpelihara 

9 Unit 6.003.000 



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kel. 
Kalibenda 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
kantor yang 
terpelihara 

2 paket  

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Dilimpahkan kepada Camat 

Kel. 
Kalibenda 

Prosentase 
pelaksanaan 
urusan 
pemerintahan 
yang 
dilimpahkan 
kepada Camat 

100% 5.243.400 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Terkait dengan Kewenangan Lain 
yang Dilimpahkan 

Kel. 
Kalibenda 

Jumlah Penerima 
Insentif PBB di 
Kel.Kalibenda 

12 bulan 5.243.400 
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